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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1.  Upaya Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam mencegah praktik 

politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mencakup 

langkah-langkah yang beragam dan berorientasi preventif. Upaya 

tersebut meliputi penyampaian himbauan melalui media sosial, 

penerbitan surat edaran kepada calon dan partai politik, pelaksanaan 

pendidikan politik kepada masyarakat, koordinasi antar lembaga 

melalui Sentra Gakkumdu, serta patroli siber. Meskipun langkah-

langkah tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu dalam 

menjalankan peran pengawasannya, efektivitasnya masih 

menghadapi berbagai hambatan. Analisis kritis mengungkap bahwa 

upaya pencegahan tersebut belum sepenuhnya optimal akibat 

keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, 

serta kelemahan regulasi yang kurang tegas dalam memberikan 

sanksi. Selain itu, dinamika sosial-budaya masyarakat yang masih 

memandang politik uang sebagai hal yang wajar turut memperumit 

upaya pencegahan. 

5.1.2.  Hambatan-hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Tanah Datar 

bersifat multidimensional, mencakup aspek kelembagaan, regulasi, 

sosial-budaya, dan koordinasi strategis. Keterbatasan kapasitas 

operasional dan ketidakjelasan regulasi membatasi ruang gerak 

Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh dan 

penindakan yang efektif. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat serta masih kuatnya pola patron-klien dalam hubungan 

sosial menjadikan politik uang sulit diberantas hanya melalui 

pendekatan hukum dan administratif. Oleh karena itu, upaya 

pencegahan politik uang memerlukan pendekatan yang holistik dan 
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integratif, yang tidak hanya mengandalkan peran Bawaslu, tetapi 

juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan sinergi 

antar lembaga penegak hukum. 

5.1.3.  Sadd az-zari'ah dalam upaya pencegahan politik uang yang dilakukan 

Bawaslu memiliki landasan filosofis yang kuat dalam hukum Islam, 

yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kerusakan 

(mafsadah). Praktik politik uang dipandang sebagai zari'ah yang 

berpotensi besar merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam 

demokrasi, sehingga upaya pencegahan terhadapnya merupakan 

bentuk implementasi dari prinsip sadd az-zari'ah. Dengan demikian, 

peran Bawaslu tidak hanya sebatas pelaksanaan peraturan positif, 

tetapi juga selaras dengan semangat fikih preventif yang bertujuan 

menjaga kemaslahatan umum. Keberhasilan upaya ini sangat 

bergantung pada kemampuan Bawaslu untuk mengintegrasikan 

pendekatan hukum, sosial, dan kultural secara simultan, sehingga 

dapat menciptakan ekosistem pemilihan yang bersih, adil, dan 

berintegritas. 

5.2. Saran  

5.2.1. Disarankan agar dilakukan penguatan kapasitas Bawaslu Kabupaten 

Tanah Datar melalui penambahan anggaran dan personel yang 

memadai, serta peningkatan kompetensi teknis di bidang pengawasan 

digital dan investigasi lapangan. Selain itu, perlu adanya revisi regulasi 

yang lebih tegas dan detail, khususnya yang mengatur sanksi bagi 

pelaku politik uang, sehingga memberikan efek jera dan kepastian 

hukum yang lebih kuat. Kerangka koordinasi dengan Sentra 

Gakkumdu juga perlu dievaluasi dan diinstitusionalkan agar tidak 

bersifat temporer, namun menjadi mekanisme tetap yang efektif 

dalam penanganan pelanggaran. 

5.2.2. Bawaslu disarankan untuk mengembangkan sistem pelaporan yang 

lebih mudah diakses, aman, dan responsif, serta memberikan 
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perlindungan bagi pelapor. Masyarakat harus didorong untuk 

berperan aktif sebagai pengawas pemilu dengan memberikan 

pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, 

upaya patroli siper perlu didukung dengan pengembangan kapasitas 

digital forensik dan kolaborasi dengan platform media sosial untuk 

memantau dan menindak konten yang berindikasi politik uang secara 

lebih efektif. 

5.2.3. Kepada Peneliti Selanjutnya dapat melakukan studi mendalam tentang 

efektivitas masing-masing upaya pencegahan yang telah dilakukan, 

misalnya melalui survei persepsi masyarakat atau analisis dampak 

program pendidikan politik. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji 

perbandingan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, 

serta mengeksplorasi model pencegahan politik uang yang lebih 

inovatif dan berbasis kearifan lokal. 
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